WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG
PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka perlu menetapkan Penjabaran
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil
di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita
Negara tanggal tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;



10.

11.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
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Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4442) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan ~ Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) ;
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Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum
Porovinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara dan Penyusunan Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.02/2004 tentang
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Non Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2005 ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2001 Nomor 13 seri C) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Kota Probolingo Tahun 2006 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 17) ;

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran
Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2006 Nomor 19);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2006 tentang
Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah
Kota Probolingo Tahun 2006 Nomor 55)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENJABARAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 9
TAHUN 2007 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri
atas :
1. Pendapatan
a. Setelah Perubahan Rp 294.195.131.058,35
b. Bertambah (Berkurang) Rp 9.093.787.252,92

Jumlah realisasi pendapatan (termasuk Transaksi Non —

Anggaran) Rp 303.288.918.311,27
2. Belanja

a. Setelah Perubahan Rp 295.362.106.220,57

b. Bertambah (berkurang) (Rp 19.010.989.239,47)

Rp 276.351.116.981,10

Jumlah Realisasi Belanja
Surplus/(Defisit) Rp 26.937.801.330,17

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Setelah Perubahan Rp 11.520.042.804,43
2) Bertambah (Berkurang) Rp 466.249.880,00
Jumlah Realisasi Penerimaan Rp 11.986.292.684,43

b. Pengeluaran
1) Setelah Perubahan Rp 10.353.067.642,21
2) Bertambah (Berkurang) Rp 28.571.026.372,39




Jumlah Realisasi Pengeluaran Rp 38.924.094.014,60

Jumlah Realisasi Pembiayaan (Rp 26.937.801,17)

Pasal 2
(1) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada lampiran Peraturan Walikota ini ;
(2) Lampiran — lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di  Probolinggo
pada tanggal 7 Juli 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, MH
Pembina TK. |
NIP. 510 087 583




